
 
MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 

 
IKHTISAR KETETAPAN 

PERKARA NOMOR 45/PUU-XX/2022 

Tentang  

Frasa “Alat-Alat Lain” dan “Patut Diduga” Dalam Rangkaian Ketentuan “Alat-
Alat Lain Yang Lazim atau Patut Diduga Akan Digunakan Untuk Melakukan 

Kegiatan Penambangan” Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
 
Pemohon : Robert Mandala Yasin 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (UU 11/2020), terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara 

 

: Pasal 37 ayat [Sic!] 5,  Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 11/2020 
perubahan atas Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945  

Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 

2. Menyatakan Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 mengenai 
Permohonan Pengujian Pasal 37 angka 5 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) perubahan 
atas Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5432) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonan a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat 
perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 45/PUU-
XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan 
kepada Pemohon. 

Tanggal Ketetapan : Selasa, 31 Mei 2022 

Ikhtisar Ketetapan :  

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang memiliki kepentingan 
konstitusional terkait dengan rumusan norma yang tertuang dalam rumusan ketentuan pasal 
a quo yang kapasitasnya sebagai pembayar pajak (tax payer). 

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan pada 13 April 2022 
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untuk mendengarkan permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK 
dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata 
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Panel Hakim telah 
memberikan nasihat terhadap permohonan a quo. 

Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon Nomor 027/MSP/V/2022, 
bertanggal 9 Mei 2022, perihal Surat Permohonan Pencabutan Permohonan Perkara PUU 
Nomor 45/PUU-XX/2022, yang diterima oleh Mahkamah pada 9 Mei 2022, pukul 19.58 WIB. 

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk 
mendengarkan perbaikan permohonan Pemohon terhadap permohonan a quo pada 10 Mei 
2022. Pada Sidang Panel tersebut, setelah Mahkamah melakukan klarifikasi kepada 
Pemohon berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan perkara a quo, Pemohon 
melalui kuasanya membenarkan telah mengajukan pencabutan terhadap Permohonan a 
quo. 

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau 
selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan 
kembali”. 

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada 11 Mei 2022 berkesimpulan 
bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022 
adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonan a quo. 

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:   

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  

2. Menyatakan Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian 
Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) perubahan atas Pasal 17 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;  

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan 
kembali Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada 
Pemohon. 

 

 


